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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sebagai Kabupaten yang baru berusia 17 tahun, sudah banyak yang dilakukan 

pemerintah untuk mengisi pembangunan, dapat dilihat akses-akses masyarakat yang 

terpenuhi seperti infrastruktur jalan perdesaan, jalan perkotaan, infrastruktur kesehatan, 

infrastruktur pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri masih ada kekurangan-kekurangan 

ataupun ketertinggalan yang harus dicapai, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang 

ada di Kabupaten Rokan Hulu, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh karena Rokan Hulu 

merupakan Kabupaten baru yang dimekarkan berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999. 

Selain sebagai Kabupaten baru juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sumber 

daya alamnya. Pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat diberbagai aspek kehidupan, untuk mencapai tujuan dimaksud 

Pemerintah Daerah telah menetapkan landasan, arah dan kebijakan yang dituangkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 yang telah disahkan, sebagai 

acuan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu bertujuan pada pencapaian 

agenda pembangunan daerah yaitu “STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM KAWASAN dengan 

motto MEMBANGUN DESA MENATA KOTA DALAM SEBUAH KAWASAN STRATEGI 

PEMBANGUNAN ROKAN HULU”. Sebagaimana yang akan dituangkan di dalam Rencana 

Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

Hal lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan adalah selain ketersediaan 

sumber daya, dana juga merupakan faktor penting dalam pembangunan. Dana yang besar, 

sumber daya alam dan manusia yang memadai dan mendukung tidak akan dapat 

menghasilkan suatu dampak atau hasil pembangunan yang berarti, bila tidak didukung oleh 

suatu pengaturan, pengelolaan, pembatasan dan ketepatan atas pengalokasian sumber-

sumber serta pengontrolan/pengawasan yang terukur dan terarah. Untuk itu perencanaan 

memegang peranan penting dalam proses awal pelaksanaan pembangunan. 
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Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan 

pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung 

koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan 

sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara 

pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 

e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan 

berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) 

secara optimal dan akuntabel. 

Perencanaan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses 

untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah 

upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk 

menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka 

pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap 

perubahan. 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 

jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

merupakan suatu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun, yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang 

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

1.2. Landasan Hukum 

Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu ini dibuat dengan mengacu pada Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2004, dimana undang-undang tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk 

menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan 

efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah 

serta pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat 

dipandang sebagai instrumen bagi kelembagaan perencanaan partisifatif. 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU 

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2016-2021 
 

  
3 

 
  

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

Informasi Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 
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14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional; 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-

2025; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-

2021; 

24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususun 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 

25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; 

26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Rokan Hulu ini disusun sebagai sarana untuk mencapai dan mendukung penuh visi 

dan misi Kabupaten Rokan Hulu dan sebagai satu pedoman yang mencerminkan arah, langkah 

dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Fokus utama yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi dan menangani isu-isu strategis yang berkembang dengan sasaran yang 

dinamis dan berkelanjutan berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai 

sebelumnya. Kemudian titik beratnya berorientasi pada tindakan yang nyata, sistematik dan 

akuntabel untuk merespon isu-isu strategis yang berkembang sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan. 

Secara umum esensi dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu adalah mengidentifikasi kondisi 

yang ada pada saat ini, kemudian memprediksi dan memproyeksikan kondisi yang diinginkan 

di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kinerja, sekaligus memenuhi amanat 

yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pada 

pelaksanaan kinerjanya nanti akan dipertanggung jawabkan kepada Bupati Rokan Hulu atas 

keberhasilan ataupun kegagalannya. 

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu adalah: 

1. Menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu dan 

mendukung sepenuhnya visi dan misi tersebut ke dalam bentuk program yang lebih 

terarah dan terukur; 

2. Sebagai dokumen perencanaan komprehensif yang menjamin konsistensi perumusan 

kondisi dan masalah daerah yang ada saat ini, perencanaan arah kebijakan, pembuatan 

strategi, sampai kepada pemilihan program strategis yang sesuai guna mengatasi isu 

yang berkembang sesuai kebutuhan daerah atas program-program dan kegiatan 

pembangunan; 

3. Sebagai acuan utama dalam melaksanakan program-program pembangunan selama 

lima tahun ke depan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kinerja 

Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan 

Hulu pada tahun 2017 sampai dengan 2021; 

4. Sebagai dasar bagi Bupati Rokan Hulu dalam mengukur dan menilai kinerja Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu pada 

setiap akhir pelaksanaan tahun anggaran. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu ini dibuat dengan mengacu pada Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017, dimana peraturan perundang-undangan tersebut adalah salah satu 

pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat 

mendorong efektifitas dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program 

antara pusat dengan daerah serta pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi kelembagaan 

perencanaan partisifatif. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak  

 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

 2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi 

 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

 Mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang. 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Mengemukakan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang. 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indikatif didalam matrik. 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD. 

BAB VIII PENUTUP 

Menjelaskan program transisi untuk kurun waktu satu tahun dan membahas 

kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman bagi tersusunnya dokumen 

perencanaan tahunan. 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN  

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak  

Dasar hukum pembentukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak  terdiri dari: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

b. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan. 

3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, terdiri dari: 

a. Seksi Rehabilitasi Sosial; 

b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; 

c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana. 

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, terdiri dari: 

a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG);   

b. Seksi Pemberdayaan Sosial; 

c. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). 

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari: 

a. Seksi Perlindugan Perempuan; 

b. Seksi Perlindungan Anak; 

c. Seksi Tumbuh Kembang Anak. 

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, 

fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak serta menyelenggarakan  kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah 

kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan 

fungsi: 
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1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang 

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; 

4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak berserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 

merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, 

mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah  di bidang 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak berdasarkan azas otonomi 

dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) fungsi, 

yaitu: 

1) Perumusan sasaran urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan  Perlindungan Anak; 

2) Pengkoordinasian penyusunan tujuan dan program urusan pemerintahan di bidang 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak; 

3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan  Perlindungan Anak; 

4) Merumuskan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  

Perlindungan Anak; 

5) Mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan  Perlindungan Anak; 

6) Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan  Perlindungan Anak; 
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7) Membina urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  

Perlindungan Anak; 

8) Mengarahkan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan  Perlindungan Anak; 

9) Mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak; dan 

10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati selaku Kepala Daerah. 

2. Sekretaris, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai Tugas melakukan urusan-

urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, melaksanakan penyusunan data, 

informasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, yang dijabarkan ke dalam 14 

(empat belas) fungsi, yaitu: 

1) Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi dan kepegawaian; 

2) Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 

3) Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

4) Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

5) Memberikan tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

6) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

7) Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi 

pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

8) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja di 

lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 

10) Mengkoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di 

lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

11) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya; 
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12) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi Sekretariat  Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak; 

13) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak kepada atasan; dan 

14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian 

Umum, Perlengkapan dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan. 

 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, berkedudukan dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dengan tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, melakukan penyiapan 

bahan penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, yang 

dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu: 

1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) Menyiapkan bahan koordinasi rencana program dan anggaran; 

3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran; 

4) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis: 

5) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan 

dan penyajian data; 

6) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja; 

7) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

8) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai tugas dan kewenangannya; 

9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

10) Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

kepada atasan; dan 

11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan, dipimpin oleh seorang 

Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 

mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, 
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rumah tangga serta tata persuratan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan, yang 

dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu: 

1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan; 

2) Menyiapkan bahan urusan Umum, kepegawaian, rumah tangga,  kehumasan, tata 

persuratan, kearsipan dan urusan tata laksana keuangan; 

3) Mengelola, mengiventarisasi barang milik negara dan melaksanakan urusan 

perbendaharaan dan gaji yang ada di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

4) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja, dan melaksanakan urusan 

verifikasi akuntansi di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

5) Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di 

lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

6) Mengkoordinir penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 

7) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan Subbagian 

Umum, Perlengkapan dan Keuangan; 

8) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian Umum, Perlengkapan dan 

Keuangan sesuai tugas dan kewenangannya; 

9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas 

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;  

10) Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan 

kepada atasan; dan 

11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas  melalui 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi 

dan perlindungan sosial, yang dijabarkan ke dalam 13 (tiga belas) fungsi, yaitu: 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan  di bidang rehabilitasi sosial,  anak, lanjut 

usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang dan 

perlindungan jaminan sosial; 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2016-2021

 

  
13 

 
  

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial,  anak, 

lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang dan 

perlindungan jaminan sosial; 

3) Merencanakan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan; 

4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan 

ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; 

5) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan 

sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 

6) Membimbing para bawahan dilingkungan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan 

Sosial melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku; 

7) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan dilingkungan 

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial guna penyempurnaan lebih lanjut; 

8) Menilai  kinerja para bawahan dilingkungan Bidang Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan 

sebagai bahan dalam peningkatan karier; 

9) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial sebagai pedoman dan landasan 

kerja; 

10) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimilasikan, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan tugas Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan 

Sosial; 

11) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan 

Sosial sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah 

dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; 

12) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah atau 

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan 

13) Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun 

lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Bidang 

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial. 
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Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial, dibantu oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Seksi Jaminan 

Sosial Keluarga serta Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana. 

 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang  Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi rehabilitasi sosial anak, lansia, 

penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang, yang dijabarkan ke 

dalam 18 (delapan) fungsi, yaitu: 

1) Penyusunan Perencanaan rehabilitasi sosial anak, lansia, penyandang disabilitas, 

tuna sosial, dan korban perdagangan orang; 

2) Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Rehabilitasi sosial anak, 

lansia, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang; 

3) Merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan; 

4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga 

tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas; 

5) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Rehabilitasi Sosial 

dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan 

permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 

6) Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial melaksanakan 

tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

7) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan 

Seksi Rehabilitasi Sosial guna penyempurnaan lebih lanjut; 

8) Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan 

karier; 

9) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Seksi Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dan landasan kerja; 

10) Menyiapkan bahan koordinasi  Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial   

dengan Unit/Instansi terkait; 

11) Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria  Seksi 

Rehabilitasi sosial anak, lansia, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban 

perdagangan orang; 
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12) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di 

bidang Rehabilitasi sosial anak, lansia, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan 

korban perdagangan orang; 

13) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial; 

14) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi sosial anak, lansia, 

penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang; 

15) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang 

tugasnya; 

16) Melakukan koordinasi antar Seksi Rehabilitasi Sosial; 

17) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan 

Sosial; dan 

18) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Rehabilitasi 

Sosial. 

 Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga, dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang  Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi jaminan sosial keluarga, yang dijabarkan ke dalam 21 (dua puluh satu) 

fungsi, yaitu: 

1) Penyusunan Perencanaan Jaminan Sosial Keluarga; 

2) Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Jaminan Sosial Keluarga; 

3) Merencanakan kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan; 

4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Seksi Jaminan Sosial Keluarga 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku 

sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas; 

5) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Jaminan Sosial 

Keluarga dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 

dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 

6) Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Jaminan Sosial Keluarga 

melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 
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7) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan 

Seksi Jaminan Sosial Keluarga guna penyempurnaan lebih lanjut; 

8) Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Jaminan Sosial Keluarga 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 

peningkatan karier; 

9) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagai pedoman dan landasan kerja; 

10) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga; 

11) Pelaksanaan dan penetapan pedoman Jaminan Sosial Keluarga; 

12) Pelaksanaan Kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam 

pembinaan Jaminan Sosial Keluarga; 

13) Pelaksanaan pembinaan terhadap penerima manfaat Jaminan Sosial Keluarga; 

14) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 

Jaminan Sosial Keluarga; 

15) Menyiapkan bahan koordinasi  Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial   

dengan Unit/Instansi terkait; 

16) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di 

bidang Seksi Jaminan Sosial Keluarga; 

17) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Seksi Jaminan Sosial Keluarga; 

18) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang 

tugasnya; 

19) Melakukan koordinasi antar Seksi Jaminan Sosial Keluarga; 

20) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan 

Sosial; dan 

21) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Jaminan Sosial 

Keluarga. 

 Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana, dipimpin oleh seorang kepala 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang  Rehabilitasi 

dan Perlindungan Sosial yang mempunyai tugas  menyiapkan bahan perumusan, 
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evaluasi dan koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana 

Sosial, yang dijabarkan ke dalam 21 (dua puluh satu) fungsi, yaitu: 

1) Penyusunan Perencanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan korban 

Bencana sosial; 

2) Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Perlindungan Sosial Korban 

Bencana alam dan korban Bencana sosial; 

3) Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana berdasarkan 

kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan; 

4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Seksi Perlindungan Sosial Korban 

Bencana dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 

berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas; 

5) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perlindungan Sosial 

Korban Bencana dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan 

sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 

6) Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Sosial Korban 

Bencana melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku; 

7) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan 

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana guna penyempurnaan lebih lanjut; 

8) Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Sosial Korban 

Bencana berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan 

dalam peningkatan karier; 

9) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana sebagai pedoman dan landasan 

kerja; 

10) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban 

Bencana; 

11) Pelaksanaan dan penetapan pedoman Perlindungan Sosial Korban Bencana; 

12) Pelaksanaan Kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam 

Perlindungan Sosial Korban Bencana; 

13) Menyiapkan bahan koordinasi  Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial   

dengan Unit/Instansi terkait; 

14) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan  norma, standar, prosedur, dan kriteria  
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Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; 

15) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di 

bidang Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; 

16) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Seksi Perlindungan Sosial 

Korban Bencana; 

17) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang 

tugasnya; 

18) Melakukan koordinasi antar Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; 

19) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan 

Sosial; dan 

20) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Perlindungan 

Sosial Korban Bencana. 

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas  melalui 

Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, yang dijabarkan ke dalam 13 (tiga belas) fungsi, 

yaitu: 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan  di Bidang Pemberdayaan Perempuan, 

pemberdayaan perorangan dan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan 

kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi  Sosial; 

2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan 

Perempuan, pemberdayaan perorangan dan keluarga, pemberdayaan masyarakat 

dan kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi  

Sosial; 

3) Merencanakan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan; 

4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Sosial dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan 

ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; 
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5) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Sosial dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun 

lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 

6) Membimbing para bawahan di lingkungan  Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Sosial melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku; 

7) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan dilingkungan 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial guna penyempurnaan lebih lanjut; 

8) Menilai  kinerja para bawahan dilingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan 

dalam peningkatan karier; 

9) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

10) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimilasikan, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Sosial; 

11) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Sosial sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah 

dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; 

12) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah atau 

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan 

13) Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun 

lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Sosial. 

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Sosial dibantu oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 

(PUG), Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial serta Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan 

Komunitas Adat Terpencil (KAT). 

 Seksi Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG), 

dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang  Pemberdayaan Perempuan dan Sosial yang mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan 

Pengarusutamaan Gender (PUG), yang dijabarkan ke dalam 18 (delapan belas) fungsi, 

yaitu: 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2016-2021

 

  
20 

 
  

1) Penyusunan Perencanaan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 

(PUG); 

2) Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Pemberdayaan Perempuan 

dan Pengarusutamaan Gender (PUG); 

3) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan 

Gender (PUG) berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; 

4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Seksi Pemberdayaan Perempuan 

dan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi 

pelaksanaan tugas; 

5) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pemberdayaan 

Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memberikan arahan baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya 

masing-masing; 

6) Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan 

dan ketentuan yang berlaku; 

7) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan 

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) guna 

penyempurnaan lebih lanjut; 

8) Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan 

Pengarusutamaan Gender (PUG)berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 

dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; 

9) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) 

sebagai pedoman dan landasan kerja; 

10) Menyiapkan bahan koordinasi  Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial 

dengan Unit/Instansi terkait; 

11) Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria  Seksi 

Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG); 

12) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di 

bidang Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG); 
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13) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan dan 

Pengarusutamaan Gender (PUG); 

14) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Seksi Pemberdayaan 

Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG); 

15) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; 

16) Melakukan koordinasi antar Seksi Pemberdayaan Perempuan dan 

Pengarusutamaan Gender (PUG); 

17) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Sosial, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial; dan 

18) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Sosial dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi 

Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG). 

 Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang  Pemberdayaan Perempuan dan 

Sosial yang mempunyai tugas bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pemberdayaan 

perorangan dan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial serta 

pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan  restorasi sosial, yang dijabarkan ke dalam 

18 (delapan belas) fungsi, yaitu: 

1) Penyusunan Perencanaan Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kelembagaan Sosial serta Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan 

dan  Restorasi Sosial; 

2) Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Pemberdayaan Perorangan 

dan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial serta 

Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan  Restorasi Sosial; 

3) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan; 

4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Seksi Pemberdayaan Sosial dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga 

tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas; 

5) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pemberdayaan Sosial 

dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan 

permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 
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6) Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Sosial 

melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

7) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan 

Seksi Pemberdayaan Sosial guna penyempurnaan lebih lanjut; 

8) Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Sosial 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 

peningkatan karier; 

9) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Seksi Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman dan landasan kerja; 

10) Menyiapkan bahan koordinasi  Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial 

dengan Unit/Instansi terkait; 

11) Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi 

Pemberdayaan Sosial; 

12) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di 

bidang Seksi Pemberdayaan Sosial; 

13) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial; 

14) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Seksi Pemberdayaan Sosial; 

15) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; 

16) Melakukan koordinasi antar Seksi Pemberdayaan Sosial; 

17) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Sosial, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial; dan 

18) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Sosial dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi 

Pemberdayaan Sosial.

 Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang  Pemberdayaan Perempuan dan Sosial yang mempunyai tugas 

bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, 

Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan KAT serta Bantuan Stimulan dan 

Penataan Lingkungan, yang dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) fungsi, yaitu: 

1) Penyusunan Perencanaan Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan 

Pemberdayaan Fakir Miskin dan KAT, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; 
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2) Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Identifikasi, Penguatan 

Kapasitas, Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan KAT, Bantuan 

Stimulan dan Penataan Lingkungan; 

3) Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; 

4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Seksi Penanganan Fakir Miskin 

dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi 

pelaksanaan tugas; 

5) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penanganan Fakir 

Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan memberikan arahan baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya 

masing-masing; 

6) Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Fakir Miskin dan 

Komunitas Adat Terpencil (KAT) melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan 

dan ketentuan yang berlaku; 

7) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan 

Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) guna 

penyempurnaan lebih lanjut; 

8) Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Fakir Miskin dan 

Komunitas Adat Terpencil (KAT) berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 

dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; 

9) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

sebagai pedoman dan landasan kerja; 

10) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin dan 

Komunitas Adat Terpencil (KAT); 

11) Pelaksanaan dan Penetapan Pedoman Penanganan Fakir Miskin dan Komunitas 

Adat Terpencil (KAT); 

12) Pelaksanaan Kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam 

Penanganan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT); 

13) Menyiapkan bahan koordinasi  Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial 

dengan Unit/Instansi terkait; 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2016-2021

 

  
24 

 
  

14) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT); 

15) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di 

bidang Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT); 

16) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Seksi Penanganan Fakir Miskin 

dan Komunitas Adat Terpencil (KAT); 

17) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Sosial tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; 

18) Melakukan koordinasi antar Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Komunitas Adat 

Terpencil (KAT); 

19) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Sosial, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial; dan 

20) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Sosial dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Penanganan 

Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). 

5. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dipimpin oleh seorang Kepala 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas  melalui 

Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) fungsi, 

yaitu: 

1) Penyiapan bahan perumusan Kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, Pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan pelaksanaan Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

2) Merencanakan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; 

3) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Perlindungan Perempuan 

dan Anak dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 

berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; 

4) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Perlindungan Perempuan 

dan Anak dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 

dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 
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5) Membimbing para bawahan dilingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan 

Anak melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku; 

6) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan dilingkungan 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak guna penyempurnaan lebih lanjut; 

7) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimilasikan, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan 

Anak; 

8) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 

sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan 

untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; 

9) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah atau 

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan 

10) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun 

lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak. 

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan 

dan Anak dibantu oleh Kepala Seksi Perlindugan Perempuan, Kepala Seksi Perlindungan Anak 

serta Kepala Seksi Seksi Tumbuh Kembang Anak. 

 Kepala Seksi Perlindugan Perempuan, dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang  Perlindungan 

Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi 

dan koordinasi Perlindungan Perempuan, yang dijabarkan ke dalam 21 (dua puluh satu) 

fungsi, yaitu: 

1) Penyusunan perencanaan Perlindungan Perempuan; 

2) Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Peningkatan dan Penguatan 

jejaring Perlindungan Perempuan; 

3) Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan berdasarkan kegiatan 

tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan; 

4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Seksi Perlindungan Perempuan 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku 

sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas; 

5) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perlindungan 

Perempuan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 

dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 
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6) Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan 

melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

7) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan 

Seksi Perlindungan Perempuan guna penyempurnaan lebih lanjut; 

8) Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 

peningkatan karier; 

9) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Seksi Perlindungan Perempuan sebagai pedoman dan landasan kerja; 

10) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perlindungan Perempuan; 

11) Menyiapkan bahan Pelaksanaan Kebijakan nasional/provinsi dan penetapan 

kebijakan Perlindungan Perempuan; 

12) Melaksanakan sosialisasi UU tentang Perlindungan Perempuan antara lain undang – 

undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga), undang – undang No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO (Tindak Pidana 

Perdagangan Orang) kepada Aparat Hukum, Organisasi Perempuan, Toga, Toma, 

LSM, PSW, Anak Sekolah, Media Massa; 

13) Melaksanakan TOT Penanganan Kasus Korban Kekerasan Terhadap Perempuan; 

14) Menyebarluaskan informasi, pendokumentasian data terpilah tentang data 

kekerasan perempuan dan perdagangan orang; 

15) Melaksanakan sosialisasi pentingnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A); 

16) Melaksanakan pelatihan managemen anggota pengelola P2TP2A; 

17) Melaksankan Perlindungan Perempuan terutama Perlindungan terhadap tindak 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tindak Pidana Perdaganagan Orang 

(Human Trafficking), tenaga kerja Perempuan, Perempuan lanjut usia, Penyandang 

cacat, Perempuan di daerah Konflik dan Bencana serta Perempuan yang 

berhadapan dengan hukum; 

18) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan 

dan Anak tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; 

19) Melakukan koordinasi antar Seksi Perlindungan Perempuan; 

20) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan 

dan Anak, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;; dan 
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21) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Perlindungan 

Perempuan. 

 Kepala Seksi Perlindungan Anak, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang  Perlindungan Perempuan dan 

Anak yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 

Perlindungan Anak, yang dijabarkan ke dalam 18 (delapan belas) fungsi, yaitu: 

1) Penyusunan perencanaan Perlindungan Anak; 

2) Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Perlindungan Anak; 

3) Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Anak berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan; 

4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Seksi Perlindungan Anak dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga 

tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas; 

5) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Perlindungan Anak 

dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan 

permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 

6) Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Anak melaksanakan 

tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

7) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan 

Seksi Perlindungan Anak guna penyempurnaan lebih lanjut; 

8) Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Anak berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan 

karier; 

9) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Seksi Perlindungan Anak sebagai pedoman dan landasan kerja; 

10) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Perlindungan Anak; 

11) Menyiapkan bahan Pelaksanaan Kebijakan nasional/provinsi dan penetapan 

kebijakan Perlindungan Anak; 

12) Melaksanakan sosialisasi Undang-undang tentang Perlindungan Anak  antara lain 

Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 
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13) Melaksanakan TOT Penanganan Kasus Korban Kekerasan Terhadap Anak; 

Menyebarluaskan informasi, pendokumentasian data terpilah tentang data 

kekerasan terhadap Anak; 

14) Melaksanakan Perlindungan Anak terutama Perlindungan terhadap tindak 

Kekerasan dan Eksploitasi, Anak berkebutuhan Khusus, Anak dalam situasi darurat 

Pornografi, tenaga kerja anak, anak berhadapan dengan Hukum; 

15) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan 

dan Anak tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; 

16) Melakukan koordinasi antar Seksi Perlindungan Anak; 

17) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan 

dan Anak, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan 

18) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Perlindungan 

Anak. 

 Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak, dipimpin oleh seorang kepala yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang  Perlindungan 

Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi 

dan koordinasi Tumbuh Kembang Anak, yang dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) 

fungsi, yaitu: 

1) Penyusunan perencanaan Tumbuh Kembang Anak; 

2) Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi tumbuh kembang anak; 

3) Merencanakan kegiatan Seksi Tumbuh Kembang Anak berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan; 

4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Seksi Tumbuh Kembang Anak 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku 

sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas; 

5) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Tumbuh Kembang 

Anak dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan 

permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 

6) Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Tumbuh Kembang Anak 

melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

7) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan 

Seksi Tumbuh Kembang Anak guna penyempurnaan lebih lanjut; 
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8) Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Tumbuh Kembang Anak 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 

peningkatan karier; 

9) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Seksi Tumbuh Kembang Anak sebagai pedoman dan landasan kerja; 

10) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Tumbuh Kembang Anak; 

11) Menyiapkan bahan Pelaksanaan Kebijakan nasional/provinsi dan penetapan 

kebijakan Tumbuh Kembang Anak; 

12) Melaksanakan Sosialisasi, Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi Tumbuh Kembang Anak; 

13) Melaksanakan Koordinasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan Hak sipil 

dan Partisipasi anak; 

14) Melaksanakan pemenuhan Hak anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan; 

15) Melaksanakan Koordinasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan Hak anak 

atas pendidikan, kreatifitas, budaya dan kesehatan; 

16) Melaksanakan Fasilitasi terbentuknya Kabupaten Layak Anak (KLA); 

17) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan 

dan Anak tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; 

18) Melakukan koordinasi antar Seksi Tumbuh Kembang Anak; 

19) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan 

dan Anak, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan 

20) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Tumbuh 

Kembang. 

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Sumber Daya Manusia 

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih mengalami hambatan 

terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya 

manusia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih 

terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Untuk itu pemenuhan 

kebutuhan sumber daya manusia  yang tanggap kualitas dan kuantitasnya sangat 

diperlukan. 
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Sumber daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan 

Pangkat dan golongan pegawai. Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 52 orang, yang terdiri dari 

Pegawai Negeri Sipil 19 orang dan Pegawai Honorer 33 orang. 

Tabel 1 
Data Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Menurut Golongan/Kepangkatan 

NO PANGKAT /GOLONGAN 
PEGAWAI NEGERI 

JUMLAH 
L P 

1 Pembina Tk. I / IV b 1  1 

2 Pembina / IV a 2  2 

3 Penata Tk. I / III d 6 3 9 

4 Penata / III c 2  2 

5 Penata Muda / III a 1  1 

6 Pengatur / II c 1 1 2 

7 Pengatur Muda Tk. I / II b  2 2 

JUMLAH 13 6 19 
 

 
Tabel 2 

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Menurut Status Kepegawaian 

NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH (ORANG) 

1 PNS 19 

2 HONORER  28 

3 TKSK 16 

4 LK3 4 

JUMLAH 52 

Tabel 3 
Data Pegawai Honorer Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkatan Pendidikan Jumlah (orang) Persentase 

1 Sarjana (S2) 2 10,53 

2 Sarjana (S1) 12 63,16 

3 Diploma 3 (D3) 1 5,26 

4 Setingkat SLTA 4 21,05 

Jumlah 19 100.00 

 

Tabel 4 
Data Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Menurut Jabatan 

No Tingkatan Jabatan Jumlah (orang) Persentase 

1 Eselon II 1 5,26 

2 Eselon III 4 21,05 

3 Eselon IV 12 63,16 
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4 Staf 2 10,53 

Jumlah 43 100,00 

b. Sarana dan Prasarana  

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan 

Hulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pegawai juga didukung oleh 

peralatan dan perlengkapan sebagai berikut: 

Tabel 5 
Perlengkapan dan Peralatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Rokan Hulu 

No Jenis Barang Jumlah 

1 Komputer (PC) 5 unit 

2 Laptop 17 unit 

3 Printer 16 unit 

4 Scanner 3 unit 

5 Meja Kerja 15 unit 

6 Kursi Kerja 18 unit 

7 Hardisk External 4 unit 

8 Mesin Tik 2 unit 

9 Mesin Fotocopy 1 unit 

10 Filling Cabinet 12 unit 

11 Brankas 1 unit 

12 Lemari 5 unit 

13 AC 3 unit 

14 Infocus 1 unit 

15 Kipas Angin 9 unit 

16 Mesin Genset 1 unit 

17 Televisi 1 unit 

18 CCTV (set) 1 unit 

19 Mobil 7 unit 

20 Sepeda Motor 3 unit 

Jumlah 125 unit 

Tabel 6 
Fasilitas Penunjang (Peralatan dan Perlengkapan Siaga Bencana) 
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Rokan Hulu

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Mobil Rescue 2 

2 Truck Dumlap 1 

3 Sepeda Motor 3 

4 Tenda Keluarga 15 

5 Tenda Pleton 2 

6 Speed Boat 1 
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No Sarana dan Prasarana Jumlah 

7 Perahu Karet 1 

8 Sampan 2 

9 Perahu Dolpin 3 

10 Mesin Tempel 3 

11 Peralatan Dapur Umum (set) 1 

12 Genset Kecil 1 

13 Velt bed 20 

14 Rompi Pelampung 15 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Rokan Hulu langsung menyentuh kemasyarakat melalui bantuan, pelayanan 

dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Usaha melalui pendekatan 

terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan yang berkembang dilapangan untuk 

meminimalisir terjadinya kegagalan program dan kegiatan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Untuk itu pencapaian kinerja pelayanan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan AnakKabupaten Rokan Hulu dapat dilihatpada table berikut: 
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Tabel 7 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016

No 
Indikator Kinerja Sesuai 
Tugas dan Fungsi SKPD 

Satuan 
Target Renstra Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian tahun ke 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2106 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Persentase penanganan 
masalah PMKS di 
Kabupaten Rokan Hulu 

                

 Persentase KAT yang 
diberdayakan 

persen 5 5    3,25 0,71    65 14    

 Persentase pemberdayaan 
fakir  miskin dan PMKS 
lainnya 

persen 5 5 5 5 5 4,46 0,75 2,10 3,77 4,47 89 15 42 75 89 

 Persentase pelayanan 
terhadap korban bencana 

persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Persentase pelayanan 
terhadap anak terlantar 
dan lanjut usia dari 
keluarga rentan dan tidak 
mampu melalui panti dan 
luar panti 

persen 11,32 15,41    11,32 13,47    100 87    

 Persentase pelayanan bagi 
penyandang cacat dan 
mental 

persen 50 5,01 5 14,18 6,37 38,89 7,31 4 11,05 8,90 78 146 80 78 140 

2 Jumlah Kelompok ORSOS, 
PSM dan lembaga sosial 
lainnya yang telah 
diberdayakan 

persen 50 50 50 50 50 62,99 22,70 51,06 100 52 126 45 102 200 104 

3 Persentese peningkatan 
pengarustamaan gender 
yang tertuang dalam 
kebijakan pemerintah 

orang 40 40 40 40 79 59 59 0 0 0 148 148 0 0 0 

4 Persentase peningkatan 
kualitas hidup perempuan 
baik dibidang pendidikan, 
kesehatan, ekonomi, politik 
dan sosial budaya 

peserta 80 80 165 165 175 80 100 165 156 80 100 125 100 95 46 

5 Persentase peningkatan 
perlindungan perempuan 
dan anak 

peserta 30 30 30 30 126 200 100 90 90 80 667 333 300 300 63 
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Tabel 8 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016 

Uraian  

Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggran tahun ke 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Program Pemberdayaan 
Fakir Miskin, Komunitas 
Adsat Terpencil (KAT) dan 
PMKS lainnya 

               

Peningkatan kemampuan 
(capcity building) petugas 
dan pendamping sosial dan 
pemberdayaan fakir miskin, 
KAT dan PMKS lainnya 

 50,000 60,000 55,000 50,000           

Pelatihan keterampilan 
berusaha bagi keluarga 
miskin 

 50,000 50,000 50,000 50,000           

Fasilitasi manajemen usaha 
bagi keluarga miskin 

 125,000  250,000 500,000           

Pengadaan sarana dan 
prasarana pendukung usaha 
bagi keluarga miskin 

360,000 365,000 380,000 380,000 400,000  342,988   341,428   383,343            250,000  95.27 93.54 100.88 0,00 62,50 

Pelatihan Keterampilan bagi 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

 62,000 60,000  50,000           

Pemetaan, Pengukuran dan 
Parit Batas Warga KAT 

400,000 350,000     339,964   301,293     84,99 86,08    

Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan 

 60,000  60,000 60,000           

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung Usaha 
Bagi PMKS lainnya 

 75,000 125,000 120,000 110,000      53,452     42.76   

Program Pelayanan dan 
rehabilitasi Kesejahteraan 
Sosial 

               

Pelaksanaan KIE konseling 
dan kampanye sosial bagi 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS) 

 75,000 40,000 80,000 40,000    581,191   450,000    100,00 100,00  

Pendataan Penyandang 
Masalah Kesejahteran Sosial 
(PMKS) dan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

 225,000              



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2016-2021

 

  
35 

 
  

Penanganan masalah-
masalah strategis yang 
menyangkut tanggap cepat 
darurat dan kejadian luar 
biasa - Pembangunan Gudang  
- Pelatihan Tagana 

380,000 400,000 390,000 390,000 425,000  348,509   426,799   356,262   126,300      45,000  91,71 106,70 91,35 32,33 10,59 

Penyebaran Informasi 
Undian Gratis Berhadiah 
(UGB) dan Pengumpulan 
Uang dan Barang (PUB) 

 25,000 45,000 45,000            

Program Pembinaan Anak 
Terlantar 

               

Pelatihan keterampilan dan 
praktek belajar kerja bagi 
anak terlantar 

48,000 90,000 100,000 120,000 125,000    45,325     77,687     54,888    94,43 86,32 54,89 0,00 0,00 

Pengembangan bakat dan 
keterampilan anak terlantar 

 105,000 135,000 165,000 195,000  50,149     47,76    

Program Pembinaan Para 
Penyandang Cacat dan 
Trauma 

               

Pendataan Penyandang Cacat 
dan Penyakit kejiwaan 

 50,000 92,500  115,000     30,323     52,691  200,000   60,65 56,96  0,00 

Program Pembinaan Panti 
Asuhan/Panti Jompo 

               

Pembangunan Sarana dan 
prasarana panti 
asuhan/jompo 

 185,000 225,000     351,091     600,000    189,78 0,00   

Operasi dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana panti 
asuhan/jompo 

516,000 450,000 575,000 600,000 650,000   602,986   810,897  957,939   0,00 134,00 141,03 159,66 0,00 

Rehabilitasi sedang/ berat 
bangunan panti 
asuhan/jompo 

 60,000  90,000        4,208     19,282    23,439    7,01  26,04  

Program Pembinaan eks 
Penyandang Penyakit 
Sosial (Eks Narapidana, 
PSK, Narkoba dan Penyakit 
Sosial Lainnya) 

       351,091   810,897  600,000        

Pembinaan dan Pemulangan 
Eks PSK ke Daerah Asal 

35,000 32,400 28,350 24,300 20,250    34,713     18,596     99,18 57,40 0,00 0,00 0,00 

Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

               

Peningkatan peran aktif 87,000               
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masyarakat dan dunia usaha 

Peningkatan penyadaran 
pemahaman pelayanan dan 
penyantunan veteran, janda 
perintis 
kemerdekaan,kepahlawanan, 
keperintisan serta 
peningkatan kesetiakawanan 
sosial 

 200,000 300,000 300,000 300,000  104,881   144,532   109,162   126,494      92,240   72,27 36,39 42,16 30,75 

Peningkatan jejaring 
kerjasama pelaku-pelaku 
usaha kesejahteraan sosial 

  125,000 125,000 150,000           

Peningkatan kualitas SDM 
kesejahteraan sosial 
masyarakat 

125,000 150,000 175,000 190,000 200,000    50,410     42,901     40,33 28,60 0,00 0,00 0,00 

Pengembangan model 
Kelembagaan perlindungan 
sosial 

37,000 75,000 75,000 90,000 90,000    37,021     17,087     60,062     43,536     38,020  100,06 22,78 80,08 48,37 42,24 

Bimbingan dan Penyuluhan 
Pelaku Usaha Kesejahteraan 
Sosial 

 50,000 75,000 80,000 80,000           

Pembangunan Taman Makam 
Pahlawan 

 300,000 400,000 500,000 350,000           

Program Pembangunan 
Perumahan 

               

Fasilitasi dan stimulasi 
pembangunan perumahan 
masyarakat kurang mampu 

 300,000 600,000 600,000 750,000    191,310   217,154  1,055,282   0,00 31,89 36,19  

Program Keserasian 
Peraturan Peningkatan 
Kualitas Anak dan 
Perempuan 

               

Sosialisasi Peraturan 
Peningkatan Kualitas Anak 
dan Perempuan 

 119,757   108,171   141,961   127,517      92,757   104,871   141,961   125,837      90,018  77,45 96,95 100,00 98,68  

Fasilitasi Pembentukan Kota 
Layak Anak 

   37,485            

Program Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarustamaan Gender 
dan Anak 

               

Advokasi dan Fasilitasi PUG 
Bagi Perempuan 

   76,297     62,069         62,069     100,00    
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Fasilitasi Pengembangan 
Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan 
(P2TP2) 

     71,476     90,760      602,263    322,874    100,00   

Peningkatan Kapasitas dan 
Jaringan Kelembagaan 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak 

   111,594   138,692     111,594  110,924   100,00   

Penyusunan Data Terpilah    40,901       55,741              

Program Peningkatan 
Kualitas Hidup dan 
Perlindungan Perempuan 

               

P2WKSS dan PHBS  132,487   178,879   453,804   446,983     154,779   444,954   432,033   315,220  0,00 86,53 98,05 96,66  

Pelaksanaan Peringatan Hari 
Ibu 

 156,451   189,425   420,475   536,258     189,425     28,818   503,946   84,367  0,00 100,00 6,85 93,97  
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya di bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahanyang dihadapi  baikinternalmaupun 

eksternal,akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang 

sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan 

pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

AnakKabupatenRokan Hulu.  Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan 

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah bahwa dinamika 

pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan  

global  diberbagai sektor  kehidupan masyarakat yang tidak  dapat  dihindari,  seiring  

denganperkembanganglobal tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah danPemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula 

terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang 

dilaksanakan. 

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini 

dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal 

meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan).  Lingkungan eksternal meliputi 

Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan 

internal dan eksternal antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

a. Kekuatan (strengts): 

- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah; 

- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 

- Adanya peraturan perundangan yang berlaku Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

- Adanya motivasi dan komitmen sumber daya aparatur Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak yang cukup tinggi; 

- Tersedianya anggaran untuk kegiatan pembangunan bidang sosial, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak  yang diberikan oleh Kepala Daerah. 
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b. Kelemahan (weakness): 

- Lemahnya kemampuan/kompetensi sumber daya manusia aparatur sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pengembangan sosial 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

- Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang sosial, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak kepada aparatur; 

- Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana 

prasarana yang tersedia; 

- Tersebar dan belum teridentifikasinya potensi PMKS sehingga menyulitkan 

pengembangannya; 

- Kurangnya sarana prasarana penunjang kantor; 

- Kurangnya sumber daya aparatur sesuai jenis pendidikan. 

2. Faktor Eksternal 

a. Peluang (opportunities) 

- Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan bagi PMKS; 

- Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan sosial, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 

- Adanya keanekaragaman Organisasi Sosial Perempuan dan Anak; 

- Banyaknya lembaga lembaga berpartisipasi dalam pembangunan. 

b. Ancaman (threats) 

- Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan 

lainnya seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, dan 

lain-lain; 

- Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengentaskan kemiskinan; 

- Ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah dan kurangnya tingkat kesadaran 

berusaha. 
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. 

Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat 

perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal 

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena 

dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang 

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan 

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping 

itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, 

serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang 

dihadapi, permasalahan tersebut antara lain: 

a. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

b. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang sosial 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada aparatur; 

c. Lemahnya  pengelolaan  data  akibat  terbatasnya  sumber  daya  baik aparatur 

maupun sarana prasarana yang tersedia; 

d. Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertical dan pemangk 

kepentingan   lainnya seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi 

masyarakat, dan lain-lain; 

e. Belum tersedianya SDM yang cukup dibidang sosial pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 
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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu harus dibawa dan 

berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif, atau dapat juga 

dikatakan visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam jangka 

panjang. 

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode Tahun 2016-

2021, yaitu: 

“Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera  

melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, 

Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya” 

Mengacu pada visi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu di atas dan visi 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu mempunyai keinginan untuk mendukung upaya 

pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui misi pertama yaitu: 

Misi Pertama 

“Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan 

dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud 

keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat”

Perwujudan misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari kualitas penyelenggara pemerintah, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Rencana strategis Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu berisi program 

yang mendukung kesuksesan pelaksanaan misi Bupati Rokan Hulu yang pertama. 

Dalam menjalankan misi pertama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.  

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu 

akan menelaah Rencana Srtrategis Kementerian Sosial, Kementerian Perempuan dan Anak 

dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau sebagai 

berikut: 
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a.  Rencana Strategis Kementerian Sosial 

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi, maka 

Kementerian Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial dituntut untuk melakukan 

pengaturan, pembinaan, dan pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Untuk 

itu, maka disusunlah visi dan misi Kementerian Sosial yang akan dicapai melalui pencapaian 

tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program dan kegiatan utama maupun kegiatan 

pendukung. Visi Kementerian Sosial tahun 2015 – 2019 adalah: 

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat” 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 6 

(enam) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial sebagai berikut: 

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan 

kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan 

kesejahteraan sosial bagi PMKS; 

2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS; 

3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk 

bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode 

penanggulangan kemiskinan; 

4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, 

pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan; 

5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan 

kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial; 

6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial. 

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi, Kementerian Sosial menetapkan 

tujuan untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu tercapainya kesejahteraan sosial. Ukuran 

keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian sasaran strategis 

Kementerian Sosial sebagai berikut: 

1. Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakukan salah, tindak 

kekerasan, dan eksploitasi sosial. 

2. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam 

menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakukan salah, tindak kekerasan, dan 

eksploitasi sosial. 
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3. Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok 

berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kebencanaan, perlakuan salah, 

tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial. 

4. RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah dasar). 

5. Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak 

tercakup dalam sistem asuransi formal. 

6. Fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, 

cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis. 

7. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan. 

8. Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita 

penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik. 

9. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan 

masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan 

dasar. 

10. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, 

dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial. 

11. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial. 

12. Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan 

tunasosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional. 

13. Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial pada 

setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial. 

14. Seluruh unit layanan sosial menerapkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial 

sesuai dengan standardisasi dan akreditasi pelayanan. 

15. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan rehabilitasi 

sosial baik panti dan diluar panti kabupaten/kota dan nonpanti.Mencegah PMKS 

dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan, dan 

eksploitasi sosial. 

b. Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi, maka 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak dituntut untuk melakukan 3 pilar utama. Untuk itu, maka disusunlah 

visi dan misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang akan dicapai melalui 

pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program dan kegiatan utama maupun 
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kegiatan pendukung. Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tahun 2015 – 

2019 adalah: 

“Terwujudnya perempuan dan anak indonesia yang berkualitas, mandiri dan 

berkepribadian“ 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 

(lima) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas hidup dna peran perempuan dalam pembangunan. 

2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala 

tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. 

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan 

perempuan dan anak. 

4. Merevitalisasi program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya menuju keluarga 

sejahtera. 

5. Meningkatkan kapasitas Pengarusutamaan Gender menuju Kesetaraan dan Keadilan 

Gender. 

Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan periode 2015-2019 yang dijembatani 

melalui misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam menuntaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu: 

1. Mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang responsif gender. 

2. Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak perempuan. 

3. Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak anak. 

4. Menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang responsif gender dan sesuai 

dengan kepentingan anak. 

5. Mewujudkan manajemen yang akuntabel. 

c. Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Riau 

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Riau Tahun 2014-2019 memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis 

yang dihadapi oleh organisasi serta membantu didalam mengambil keputusan dalam 

menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis. Adapun visi Dinas 

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau adalah: 

“Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, terlindunginya hak-hak perempuan dan 

anak, serta meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan keluarga yang berkualitas 

dan menjunjung tinggi budaya melayu menuju masyarakat Riau yang sejahtera dan madani” 
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Dalam mengimplementasikan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Riau menyusun suatu program dan kegiatan sebagai berikut: 

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 

 Sosialisasi Peraturan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 

 Fasilitasi Pembentukan Kota Layak Anak (KLA). 

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 

 Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan 

 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) 

 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak. 

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

 Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

 Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu 

 Gerakan Sayang Ibu 

 Penyusunan Data Terpilah 

 Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan 

Anak 

 Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi Pada 

Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

4. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 

 Pembinaan Organisasi Perempuan 

 Bimbingan Manajemen Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam 

Pembangunan 

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan 

eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau 

dasar dalam menentukan  program  dan  kegiatan  yang  diprioritaskan selama lima tahun ke 

depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

Strategi S-O 

a. Memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan insentif 

maupun akses perbankan; 
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b. Menjaga dan meningkatkan komitmen dan motivasi aparatur untuk dapat memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

c. Memanfaatkan anggaran pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

Strategi W-O 

a. Mengupayakan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya aparatur Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat mengembangkan 

peayanan dibidang  Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 

Kabupaten Rokan Hulu; 

b. Mengupayakan peningkatan pengikutsertaan sosialisasi perundang-undangan kepada 

aparatur; 

c. Meningkatkan pengelolaan data dibidang  Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

d. Melakukan indentifikasi dibidang  Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak; 

e. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aparatur dalam 

mendukung pelayanan kepada masyarakat; 

f. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang tersedia. 

Strategi S-T 

a. Mengoptimalkan potensi bidang pelayanan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

b. Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan sosial masyarakat bahwa sektor informal dan 

formal pada dibidang  Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

c. Meningkatkan kapasitas/kompetensi sumber daya pelaku Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pengentasan kemiskinan. 

Strategi W-T 

a. Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan 

lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan 

lain-lain. 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan 

sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya 

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu 

tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing 

misi. Tujuan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 9 
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 

Visi: 

Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera 

melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan 
Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya 

Misi Pertama: 

Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan 
mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan 

pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Utama 

Target Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Menurunkan 
tingkat 
kemiskinan 
dan 
kesenjangan 
antar 
kelompok 
pendapatan,   
dan 
menurunka
n 
penganggur
an 

Menurunny
a tingkat 
kemiskinan 
dan  
kesenjanga
n antar 
kelompok 
pendapatan 

Jumlah 
pemberdayaa
n fakir 
miskin,KAT 
dan PMKS 
lainnya 

20.417 
orang 

20.417 
orang 

20.417 
orang 

20.417 
orang 

20.417 
orang 

  Meningkat
nya 
pelayanan 
Penyandan
g Masalah 
Kesejahtera
an Sosial 
(PMKS) dan 
pengerahan 
Potensi 
Sumber 
Kesejahtera
an Sosial 
(PSKS) 

Jumlah 
pelayanan 
dan 
rehabilitasi 
terhadap 
korban 
bencana 

5.760 KK 5.760 KK 5.760 KK 5.760 KK 5.760 KK 

   Jumlah 
pelayanan 
terhadap 

235 
orang 

235 
orang 

235 
orang 

235 
orang 

235 
orang 
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orang 
terlantar dan 
lanjut usia 
dari keluarga 
rentan dan 
tidak mampu 
melalui panti 
dan luar 
panti 

   Jumlah panti 
asuhan yang 
dibina 

5 panti 
asuhan 

5 panti 
asuhan 

5 panti 
asuhan 

5 panti 
asuhan 

5 panti 
asuhan 

   Jumlah tuna 
susila yang 
dipulangkan 
ke daerah 
asal 

  25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 

   Jumlah  
pelayanan 
bagi 
penyandang 
cacat dan 
penyakit 
kejiwaan 

35 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 

   Jumlah 
kelompok 
ORSOS, PSM 
dan lembaga 
sosial lainnya 
yang telah 
diberdayakan 

83 orsos 88 orsos 90 orsos 95 orsos 100 orsos 

   Jumlah 
keluarga 
penerima 
manfaat yang 
menerima 
jaminan 
sosial 

20.143 
KPM 

22.573 
KPM 

22.573 
KPM 

22.573 
KPM 

22.573 
KPM 

Misi Kedua: 

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketakwaan 

2 Meningkatn
ya kualitas 
kehidupan 
perempuan, 
anak dan 
lansia 

Terbangun
nya 
perempuan
, anak dan 
lansia yang 
berkualitas 
dan 
berdaya 
saing 
dalam 
pembangun
an 

Jumlah 
peningkatan 
advokasi dan 
fasilitasi PUG 
bagi 
perempuan 

104 
peserta 

104 
peserta 

104 
peserta 

104 
peserta 

104 
peserta 

   Jumlah kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan 
dan anak 

10 kasus 9 kasus 8 kasus 6 kasus 4 kasus 

   Jumlah 
peningkatan 
kualitas anak 
dan 

80 
peserta 

120 
peserta 

120 
peserta 

120 
peserta 

120 
peserta 
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perempuan 
(GSI) 

   Persentase 
keterwakilan 
perempuan 
di lembaga 
legislatif 

11% 15% 20% 25% 30% 
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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi 

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam 

melaksanakan tujuan organisasi. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu merupakan upaya-upaya menyeluruh  dalam 

menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan/aktifitas dengan memperhatikan 

sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. 

Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 

pedoman ataupun rambu-rambu dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu meliputi 

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kabupaten Rokan Hulu, untuk hasil yang maksimal 

dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran kedepan 

secara konseptual, analisis, realistis yang mengakomodir tentang langkah-langkah yang 

diperlukan dalam mencapai dan mempercepat pencapaian tujuan. 

Tabel 10 
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 

Visi 

Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan 
Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang 

Harmonis dan Berbudaya 

Misi Pertama 

Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan 
dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud 
keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Menurunkan tingkat 
kemiskinan dan 
kesenjangan antar 
kelompok pendapatan,   
dan menurunkan 
pengangguran 

Menurunnya tingkat 
kemiskinan dan  
kesenjangan antar 
kelompok pendapatan 

Menurunkan tingkat 
kemiskinan dan 
kesenjangan antar 
kelompok pendapatan 
melalui penyediaan 
safety net penduduk 
miskin dan penanganan 
kemiskinan terpadu 
pada seluruh tingkatan 
pemerintahan 
(kabupaten-
kecamatan-desa) 

Penyediaan safety net  
penduduk miskin 
dengan: sistem 
jaminan sosial bidang 
kesehatan, bea siswa, 
dukungan bagi 
penanggulangan 
kerawanan pangan, 
dukungan bagi 
peningkatan 
produktivitas 
penduduk miskin 

 Meningkatnya 
pelayanan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) dan 
pengerahan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 

Meningkatkan 
pelayanan penyandang 
masalah kesejahteraan 
sosial dan potensi 
sumber kesejahteraan 
sosial melalui 

Peningkatan kualitas 
pelayanan terhadap 
PMKS dengan 
meningkatkan kualitas 
pendataan PMKS dan 
meningkatkan kualitas 
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Sosial (PSKS) peningkatan kualitas 
pelayanan terhadap 
PMKS dan optimalisasi 
pemanfaatan PSKS 

penanganan PMKS 

   Optimalisasi 
pemanfaatan PSKS 
dengan meningkatkan 
inventarisasi potensi 
sumber kesejahteraan 
sosial  dan 
meningkatkan 
partisipasi dan 
perannya 

Misi Kedua: 

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan 
ketakwaan 

Meningkatnya kualitas 
kehidupan perempuan, 
anak dan lansia 

Terbangunnya 
perempuan, anak dan 
lansia yang berkualitas 
dan berdaya saing 
dalam pembangunan 

Meningkan peran, 
pemberdayaan dan 
perlindungan 
perempuan, anak dan 
lansia 

Penguatan 
kelembagaan dan 
jejaring perempuan, 
anak dan lansia 

   Perlindungan 
perempuan anak dan 
lansia 
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

 

 Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan 

penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah 

ditetapkan. Program adalah kumpulan jegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang 

dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program atau program 

kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang 

meliputi proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka 

pelaksanaan suatu rencana. Adapun rencana program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu mengacu atau mempedomani kepada 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan 

keuangan Daerah pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata 

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan 

arah pembangunan serta pencapaian target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan 

kabupaten. Oleh sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan 

terintegrasi baik secara lintas sektor, lintas SKPD dan lintas kewilayahan. 

a. Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah 

Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2017 sampai dengan tahun 2021 telah disinergikan dengan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Riau serta RPJMN, yang terdiri dari prioritas pokok 

(dimensi pembangunan sektor unggulan), prioritas wajib (dimensi pembangunan manusia) 

dan prioritas pemerataan (dimensi pemerataan dan kewilayahan). Sinergi antara pemerintah 

pusat dan daerah juga dibutuhkan agar kebijakan berjalan dengan efektif. Salah satunya 

adalah melalui upaya pengutan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan. Hal 

ini diperlukan untuk menciptakan sinergi antara pembangunan di tataran pusat, provinsi, 

kabupaten/kota hingga cakupan wilayah terkecil (desa). Peran Kepala Daerah juga penting 

dalam menciptakan koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal. 

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan, indikator kinerja dan program kegiatan adalah 

sebagai berikut: 

Sasaran 1: Menurunnya tingkat kemiskinan dan  kesenjangan antar kelompok pendapatan, 

dengan strategi menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok 

pendapatan melalui penyediaan safety net penduduk miskin dan penanganan kemiskinan 
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terpadu pada seluruh tingkatan pemerintahan (kabupaten-kecamatan-desa) serta arah 

kebijakan adalah penyediaan safety net  penduduk miskin dengan: sistem jaminan sosial 

bidang kesehatan, bea siswa, dukungan bagi penanggulangan kerawanan pangan, dukungan 

bagi peningkatan produktivitas penduduk miskin. Program dan kegiatan yang mendukung 

adalah: 

 Program pengembangan perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. 

 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya l, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial 

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya; 

2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin; 

3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin; 

4. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; 

5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

6. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi PMKS lainnya; 

7. Pendataan, pemetaan, penjajakan awal, studi kelayakan, dan semiloka warga 

komunitas adat terpencil (KAT); 

8. Penyaluran bantuan sembako bagi penyandang masalah kesejateraan sosial 

(PMKS); 

9. Pemberdayaan sosial bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). 

Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan 

pengerahan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan strategi meningkatkan 

pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan 

sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dan optimalisasi pemanfaatan 

PSKS serta arah kebijakan adalah peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dengan 

meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan meningkatkan kualitas penanganan PMKS. 

Program dan kegiatan yang mendukung adalah: 

 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS); 

2. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat 

dan kejadian luar biasa; 

3. Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber 

kesejahteraan sosial (PSKS); 
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4. Penanganan bagi orang-orang terlantar; 

5. Bantuan stimulan pemulihan sosial bahan bangunan rumah relokasi bencana alam 

dan bencana sosial; 

6. Sosialisasi penanggulangan kenakalan remaja; 

7. Pelayanan dan rehabiltasi sosial gelandangan, pengemis,pemulung, korban tindak 

kekerasan dan korban perdagangan  orang; 

8. Pengadaan kendaraan dinas operasional unit pelayanan sosial keliling; 

9. Pelayanan sosial lanjut usia luar panti. 

 Program pembinaan anak terlantar, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar; 

2. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar; 

3. Peningkatan pelayanan sosial anak. 

 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Pendayagunaan para penyandang cacat, eks trauma dan rehabilitasi penyakit 

kejiwaan; 

2. Bantuan kelangsungan hidup ODK berat; 

3. Pengiriman penyandang cacat ke balai pelatihan keterampilan dan pembuatan 

prothese dan orthese. 

 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo; 

2. Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/jompo; 

3. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo. 

 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba 

dan penyakit sosial lainnya), dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Pembinaan dan pemulangan eks PSK ke daerah asal; 

2. Sosialisasi pencegahan penyebaran NAFZA dan HIV/AIDS. 

 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial 

masyarakat; 

2. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat; 

3. Bimbingan dan penyuluhan pelaku usaha kesejahteraan sosial; 

4. Pembangunan taman makam pahlawan; 
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5. Peningkatan penyadaran pemahaman pelayanan dan penyantunan veteran, janda 

perintis kemerdekaan, kepahlawanan, keperintisan serta peningkatan 

kesetiakawanan sosial; 

6. Pelaksanaan kesetiakawanan sosial nasional expo dan HKSN. 

 Program bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial, dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Pendistribusian beras sejahtera; 

2. Fasilitasi forum koordinasi program keluarga harapan. 

b. Program dan Kegiatan Rutin 

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap 

tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan 

kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu. Adapun program 

dan kegiatan adalah sebagai berikut: 

 Program pelayanan administrasi perkantoran 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi 

perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, 

dengan kegiatan meliputi: 

1. Penyediaan jasa surat menyurat; 

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; 

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

5. Penyediaan alat tulis kantor; 

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 

10. Penyediaan bahan logistik kantor; 

11. Penyediaan makanan dan minuman; 

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 

13. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah; 

14. Penyediaan jasa tenaga teknis kantor; 

15. Penyediaan jasa keamanan kantor. 
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 Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kegiatan 

meliputi: 

1. Pembangunan gedung kantor; 

2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional; 

3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 

4. Pengadaan peralatan gedung kantor; 

5. Pengadaan mebeleur; 

6. Pengadaan peralatan kerja; 

7. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan; 

8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 

9. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan; 

10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 

11. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor; 

12. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur; 

13. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor; 

14. Rehabiitasi sedang/berat mobil jabatan; 

15. Rehabiitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional. 

 Program peningkatan disiplin aparatur 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka 

pelaksanaan tugas yang profesional, dengan kegiatan meliputi: 

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 

2. Pengadaan pakaian korpri; 

3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 

 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kegiatan 

meliputi: 

1. Pendidikan dan pelatihan formal; 

 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

pembangunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan laporan 

capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi pembangunan daerah yang 

akurat untuk menunjang pembangunan dan meyelaraskan kegiatan pembangunan, 

dengan kegiatan meliputi: 

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD; 
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2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; 

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 

 Program promosi pembangunan daerah.  

Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil kinerja pemerintah daerah 

sekaligus sebagai sarana promosi daerah, dengan kegiatan meliputi: 

1. Pelaksanaan festival pembangunan daerah. 

c. Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. 

Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan 

untuk menilai tingkat kinerja, selanjutnya indikator kinerja dikatakan Baik bila memenuhi 

syarat (SMART) sebagai berikut: 

 Specific: Jelas sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. 

 Measureable (“What gets measured gets managed”): indikator kinerja yang 

ditetapkan harus mempresentasikan tentang sesuatu dan jelas ukurannya.Kejelasan 

pengukuran akan menunjukkan dimana dan bagaimana cara mendapatkan datanya. 

 Attributable: Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan 

pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja yang 

ditetapkan harus merupakan perwujudan dari data/informasi yang  memang 

diperlukan untuk pengambilan keputusan. 

 Relevant: Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat 

menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator. 

 Timely: Indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan 

dilaporkan tepat pada waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan. 

Indikator Kinerja dalam setiap program/kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu disusun guna menjamin 

pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi terkait 

pengembangan ke depan. 
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BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Secara rinci, indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 

Tabel 11 
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No 
Indikator 

Kinerja Utama 
Satuan  

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
periode 
RPJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Jumlah 
pemberdayaan 
fakir miskin,KAT 
dan PMKS 
lainnya 

orang 20.221 20.417  20.417  20.417  20.417  20.417  20.417 

2 Jumlah 
pelayanan dan 
rehabilitasi 
terhadap korban 
bencana 

KK 11.812 5.760  5.760  5.760  5.760  5.760  40.613 

3 Jumlah 
pelayanan 
terhadap orang 
terlantar dan 
lanjut usia dari 
keluarga rentan 
dan tidak mampu 
melalui panti dan 
luar pant 

orang 720 235  235  235  235  235  1.895 

4 Jumlah panti 
asuhan yang 
dibina 

panti 
asuhan 

5 5  5 5 5 5 5 

5 Jumlah tuna 
susila yang 
dipulangkan ke 
daerah asal 

orang 55   25 25 25 25 155 

6 Jumlah  
pelayanan bagi 
penyandang 
cacat dan 
penyakit 
kejiwaan 

orang 202 35  60  60  60  60  477 

7 Jumlah kelompok 
ORSOS, PSM dan 
lembaga sosial 
lainnya yang 
telah 
diberdayakan 

orsos 72 83  88  90  95  100  100 

8 Jumlah keluarga 
penerima 
manfaat yang 
menerima 
jaminan sosial 

KPM 11.320 20.143  22.573  22.573  22.573  22.573  22.573 
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9 Jumlah 
peningkatan 
advokasi dan 
fasilitasi PUG 
bagi perempuan 

peserta 79 104  104  104  104  104  599 

10 Jumlah kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak 

kasus 12 10  9  8  6  4  4 

11 Jumlah 
peningkatan 
kualitas anak dan 
perempuan (GSI) 

peserta 170 80  120  120  120  120  730 

12 Persentase 
keterwakilan 
perempuan di 
lembaga legislatif 

persen 9 11 15 20 25 30 30 

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disusun untuk mengetahui 

capaian kinerja setiap aspek fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan 

pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi dan keunggulan 

daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hasil yang 

maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat 

memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan 

yang baik dan bersih, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut 

sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah 

dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Berdasarkan tabel diatas, Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 12 (dua belas) indikator 

kinerja utama yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 yang menguraikan target 

setiap tahunnya. Evaluasi terhadap indikator kinerja utama tersebut akan di evaluasi setiap 

tahunnya untuk menilai kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung tercapaianya visi dan misi jangka 

menengah daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
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BAB VIII 
PENUTUP 

 

 Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu yang 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan 

Hulu. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, 

dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, karena akan menentukan keberhasilan program 

dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya 

sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan 

tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan 

misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu ini dapat 

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara 

konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. 

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Rokan Hulu ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 

Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Rokan Hulu memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu serta berpedoman 

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. 

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Rokan Hulu ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah/Kepala 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu. 

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Rokan Hulu merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Rokan Hulu. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Rokan Hulu merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas 

kinerja tahunan dan lima tahunan. 
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Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu maka telah tersusun 

salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. 

Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu sangat bergantung 

pada komitmen jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 

melaksanakan rencana strategis jawab, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa 

melaksanakan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Rokan Hulu ini dengan penuh tanggung jawab. 

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016–2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran 

dan tujuan bagi aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan 

pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. 

KEPALA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN ROKAN HULU 

 
 
 
 
 
 
 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

5.222.283      11.064.655    14.891.226    13.157.349    15.209.288    59.279.180     

1 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PEMUKIMAN

-                420.000  432.600  445.500  458.800  1.756.900        

Menurunkan tingkat

kemiskinan dan

kesenjangan antar

kelompok 

pendapatan, dan

menurunkan 

pengangguran

Menurunnya tingkat

kemiskinan dan

kesenjangan antar

kelompok pendapatan

Jumlah gedung kantor

dan rumah dinas

aparatur pemerintah

yang dibangun

1 4 15 Program pengembangan

perumahan

Terwujudnya 

pembangunan perumahan

bagi masyarakat kurang

mampu

-                420.000  432.600  445.500  458.800  1.756.900        

1 4 1.6.1.1 15 9 Stimulasi pembangunan

perumahan masyarakat

kurang mampu

Terbangunnya perumahan

masyarakat kurang mampu/

warga KAT

32 KK 20 KK 420.000   20 KK 432.600   20 KK 445.500   60 KK 458.800   120 KK 1.756.900         Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 SOSIAL 3.642.700      8.944.750      6.810.600      6.690.150      7.124.500      33.212.700     

Jumlah pemberdayaan

fakir miskin,KAT dan

PMKS lainnya

1 6 15 Program pemberdayaan

fakir miskin, komunitas

adat terpencil (KAT) dan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

(PMKS) lainnya

Terwujudnya 

pemberdayaan fakir

miskin, komunitas adat

terpencil (KAT) dan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

(PMKS) lainnya

313.100  1.675.000      1.748.000      1.800.200      1.853.800      7.390.100        

1 6 1.6.1.1 15 1 Peningkatan kemampuan

(capacity building) petugas

dan pendamping sosial

pemberdayaan fakir miskin,

KAT dan PMKS lainnya

PMKS lainnya

Meningkatnya kemampuan

petugas dan pendamping

sosial pemberdayaan fakir

miskin, KAT dan PMKS

lainnya

PMKS lainnya

57 orang 82.400     57 orang 84.800     57 orang 87.300     228 orang 254.500            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 15 2 Pelatihan keterampilan

berusaha bagi keluarga

miskin

Meningkatnya keterampilan

berusaha bagi keluarga

miskin

40 orang 205.750   40 orang 212.100   40 orang 218.400   200 orang 636.250            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 15 4 Pengadaan sarana dan

prasarana pendukung usaha

bagi keluarga miskin

Tersedianya sarana dan

prasarana pendukung usaha

bagi keluarga miskin

31 kube 10 kube 300.000   10 kube 309.000   10 kube 318.200   10 kube 327.700   40 kube 1.254.900         Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 15 5 Pelatihan keterampilan bagi

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Meningkatnya keterampilan

bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial

40 WRSE 127.600   40 WRSE 72.100     40 WRSE 74.200     40 WRSE 76.400     160 WRSE 350.300            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 15 7 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 

Tersedianya laporan

monitoring dan evaluasi

1 dokumen 75.000     1 dokumen 77.250     1 dokumen 79.500     1 dokumen 81.800     4 dokumen 313.550            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 15 9 Pengadaan sarana dan

prasarana pendukung usaha

bagi PMKS lainnya

Tersedianya sarana dan

prasarana pendukung usaha

bagi PMKS lainnya

20 WRSE 40 WRSE 175.000   40 WRSE 180.250   40 WRSE 185.600   40 WRSE 191.100   160 WRSE 731.950            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 15 10 Pendataan, pemetaan,

penjajakan awal, studi

kelayakan, dan semiloka

warga komunitas adat

terpencil (KAT) 

Tersedianya dokumen

pendataan, pemetaan,

penjajakan awal, studi

kelayakan, dan semiloka

warga komunitas adat

terpencil (KAT) 

1 dokumen 200.000   1 dokumen 200.000            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 15 11 Penyaluran bantuan sembako

bagi penyandang masalah

kesejateraan sosial (PMKS)

Meningkat pendapatan

ekonomi keluarga fakir

miskin

16 

kecamatan

313.100   16 

kecamatan

322.400   16 

kecamatan

332.000   16 

kecamatan

341.900   16 

kecamatan

352.100   16 

kecamatan

1.661.500         Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 15 12 Pemberdayaan sosial bagi

warga Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

Meningkatnya kualitas warga

Komunitas Adat Terpencil

(KAT)

18 kube 475.000   18 kube 489.250   18 kube 503.900   18 kube 519.000   72 kube 1.987.150         Kabupaten 

Rokan Hulu

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

4

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Lokasi2017 2018 2019 2020 2021



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

4

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Lokasi2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya 

pelayanan 

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan

pengerahan Potensi

Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS)

Jumlah pelayanan dan

rehabilitasi terhadap

korban bencana

1 6 16 Program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan

sosial

Terwujudnya pelayanan

kesejahteraan sosial

946.100  2.138.350      933.950  961.700  1.240.100      6.220.200        

1 6 1.6.1.1 16 3 Pelaksanaan KIE konseling

dan kampanye sosial bagi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Terciptanya keluarga yang

harmonis

60 

pengaduan

38.400     55 

pengaduan

39.500     50 

pengaduan

40.600     45 

pengaduan

41.800     40 

pengaduan

43.000     250 

pengaduan

203.300            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 16 10 Penanganan masalah-masalah 

strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

Meningkatnya pelayanan

terhadap masyarakat korban

bencana

16 kecamatan 16 

kecamatan

35.000     16 

kecamatan

36.050     16 

kecamatan

37.100     16 

kecamatan

38.200     16 

kecamatan

39.300     16 

kecamatan

185.650            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 16 12 Pendataan penyandang

masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) dan potensi sumber

kesejahteraan sosial (PSKS)

Tersedianya data penyandang

masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) dan potensi sumber

kesejahteraan sosial (PSKS)

30.395 

PMKS dan 

181 PSKS

249.900   30.395 

PMKS dan 

181 PSKS

249.900   60.790 

PMKS dan 

362 PSKS

499.800            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 16 13 Penanganan bagi orang-orang

terlantar

Meningkatnya pelayanan

kepada PMKS

60 orang 165.800   20 orang 35.000     20 orang 36.050     20 orang 37.100     20 orang 38.200     140 orang 312.150            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 16 14 Stimulan pemulihan sosial

bahan bangunan rumah

relokasi bencana alam dan

bencana sosial

Meningkatnya pelayanan

terhadap masyarakat korban

bencana

10 unit 430.000   30 unit 650.000   30 unit 669.500   30 unit 689.500   30 unit 710.100   130 unit 3.149.100         Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 16 15 Sosialisasi penanggulangan

kenakalan remaja

Meningkatnya kualitas remaja 500 orang 27.000     500 orang 27.800     500 orang 28.600     500 orang 29.400     500 orang 30.200     2.500 orang 143.000            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 16 16 Pelayanan dan rehabiltasi

sosial gelandangan,

pengemis,pemulung, korban

tindak kekerasan dan korban

perdagangan  orang

Meningkatnya pelayanan

terhadap kenakalan remaja

1 unit 800.000   20 PMKS 50.000     20 PMKS 51.500     20 PMKS 53.000     60 PMKS, 1 

unit

954.500            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 16 17 Pengadaan kendaraan dinas

operasional unit pelayanan

sosial keliling

Tersedianya kendaraan dinas

operasional unit pelayanan

sosial keliling

1 UPS 480.000   1 UPS 480.000            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 16 18 Pelayanan sosial lanjut usia

luar panti

Meningkatnya pelayanan

terhadap PMKS

40 orang 70.000     40 orang 72.100     40 orang 74.200     40 orang 76.400     160 orang 292.700            Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah pelayanan

terhadap orang

terlantar dan lanjut

usia dari keluarga

rentan dan tidak

mampu melalui panti

dan luar panti

1 6 17 Program pembinaan anak

terlantar

Terwujudnya pembinaan

anak terlantar

70.000    362.100  372.900  383.900  395.200  1.584.100        

1 6 1.6.1.1 17 2 Pelatihan keterampilan dan

praktek belajar kerja bagi

anak terlantar

Meningkatnya keterampilan

anak terlantar/ remaja putus

sekolah

150 orang 30 orang 70.000     30 orang 72.100     30 orang 74.200     30 orang 76.400     30 orang 78.600     150 orang 371.300            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 17 4 Pengembangan bakat dan

keterampilan anak terlantar

Tersedianya kesempatan

kerja dan meningkatnya

perekonomian anak

terlantar/ remaja putus

sekolah

4 anak 5 anak 80.000     5 anak 82.400     5 anak 84.800     5 anak 87.300     20 anak 334.500            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 17 7 Peningkatan pelayanan sosial

anak

Meningkatnya pelayanan

sosial anak

200 anak 210.000   200 anak 216.300   200 anak 222.700   200 anak 229.300   800 anak 878.300            Kabupaten 

Rokan Hulu
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4

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Lokasi2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah pelayanan

bagi penyandang cacat

dan penyakit kejiwaan

1 6 18 Program pembinaan para

penyandang cacat dan

trauma

Terwujudnya pembinaan

para penyandang cacat dan

trauma

32.000    315.000  324.450  334.050  343.800  1.349.300        

1 6 1.6.1.1 18 6 Pendayagunaan para

penyandang cacat, eks trauma

dan rehabilitasi penyakit

kejiwaan 

Meningkatnya kemampuan

para penyandang cacat, eks

trauma dan terlaksananya

rehabilitasi penyakit kejiwaan

177 orang 28 orang 32.000     35 orang 55.000     35 orang 56.650     35 orang 58.350     35 orang 60.000     168 orang 262.000            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 18 7 Bantuan kelangsungan hidup

ODK berat

Tersedianya bantuan

kelangsungan hidup ODK

berat

20 ODKB 110.000   20 ODKB 113.300   15 ODKB 116.600   15 ODKB 120.000   70 ODKB 459.900            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 18 8 Pengiriman penyandang cacat

ke balai pelatihan

keterampilan dan pembuatan

prothese dan orthese

Meningkatnya kualitas

penyandang cacat

5 orang 150.000   5 orang 154.500   5 orang 159.100   5 orang 163.800   20 orang 627.400            Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah panti asuhan

yang dibina

1 6 19 Program pembinaan panti

asuhan/panti jompo

Terwujudnya pembinaan

panti asuhan/panti jompo

1.120.700      1.804.300      1.438.900      1.474.500      1.511.200      7.349.600        

1 6 1.6.1.1 19 1 Pembangunan sarana dan

prasarana panti

asuhan/jompo

Tersedianya sarana dan

prasarana panti

asuhan/jompo

2 unit 1 unit 550.000   1 unit 200.000   1 unit 200.000   1 unit 200.000   4 unit 1.150.000         Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 19 2 Rehabilitasi sedang/ berat

bangunan panti

asuhan/jompo

Terlaksananya rehab

bangunan panti

asuhan/jompo

3 unit 2 unit 100.000   1 unit 50.000     1 unit 50.000     1 unit 50.000     4 unit 250.000            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 19 3 Operasi dan pemeliharaan

sarana dan prasarana panti

asuhan/jompo

Tersedianya dana operasional

dan pemeliharaan panti

asuhan/jompo

5 panti asuhan 5 panti 

asuhan

1.120.700   5 panti 

asuhan

1.154.300   5 panti 

asuhan

1.188.900   5 panti 

asuhan

1.224.500   5 panti 

asuhan

1.261.200   5 panti 

asuhan

5.949.600         Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah tuna susila

yang dipulangkan ke

daerah asal

1 6 20 Program pembinaan eks

penyandang penyakit sosial

(eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit

sosial lainnya)

Terwujudnya pembinaan

eks penyandang penyakit

sosial

235.000  235.000  235.000  235.000  940.000           

1 6 1.6.1.1 20 6 Pembinaan dan pemulangan

eks PSK ke daerah asal

Terlaksananya pembinaan

dan pemulangan eks PSK ke

daerah asal

55 orang 25 orang 85.000     25 orang 85.000     25 orang 85.000     25 orang 85.000     100 orang 340.000            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 20 7 Sosialisasi pencegahan

penyebaran NAFZA dan

HIV/AIDS

Terlaksananya sosialisasi

pencegahan penyebaran

NAFZA dan HIV/AIDS

4 

kecamatan

150.000   4 

kecamatan

150.000   4 

kecamatan

150.000   4 

kecamatan

150.000   16 

kecamatan

600.000            Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah tuna susila

yang dipulangkan ke

daerah asal

1 6 21 Program pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan 

sosial

Terwujudnya 

pemberdayaan 

kelembagaan kesejahteraan 

sosial

146.500  1.370.800      681.900  393.100  404.500  2.996.800        

1 6 1.6.1.1 21 2 Peningkatan jejaring

kerjasama pelaku-pelaku

usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

Meningkatnya jejaring

kerjasama pelaku-pelaku

usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

10 orsos 15.000     10 orsos 15.450     10 orsos 15.900     10 orsos 16.300     40 orsos 62.650               Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 21 3 Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial

masyarakat

Meningkatnya kualitas

kesejahteraan sosial

masyarakat

65 lembaga 

dan orsos

50 lembaga 

dan orsos

80.000     50 lembaga 

dan orsos

82.400     50 lembaga 

dan orsos

84.800     50 lembaga 

dan orsos

87.300     200 

lembaga 

dan orsos

334.500            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 21 5 Bimbingan dan penyuluhan

pelaku usaha kesejahteraan

sosial

Meningkatnya kualitas pelaku

usaha kesejahteraan sosial

19 orang 50.000     19 orang 51.500     19 orang 53.000     19 orang 54.500     76 orang 209.000            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 21 6 Pembangunan taman makam

pahlawan

Tersedianya taman makam

pahlawan

1 unit 1.000.000   1 unit 300.000   2 unit 1.300.000         Kabupaten 

Rokan Hulu
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1 6 1.6.1.1 21 7 Peningkatan penyadaran

pemahaman pelayanan dan

penyantunan veteran, janda

perintis kemerdekaan,

kepahlawanan, keperintisan

serta peningkatan

kesetiakawanan sosial

Meningkatnya pelayanan dan

penyantunan veteran/janda

perintis kemerdekaan dalam

rangka peningkatan

kesetiakawanan sosial

370 veteran / 

warakawuri

2 kali 146.500   2 kali 150.800   2 kali 155.300   2 kali 159.900   2 kali 164.600   10 kali 777.100            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 21 8 Pelaksanaan kesetiakawanan

sosial nasional expo dan

HKSN 

Terlaksananya acara

kesetiakawanan sosial

nasional expo dan HKSN 

1 kali 75.000     1 kali 77.250     1 kali 79.500     1 kali 81.800     5 kali 313.550            Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah keluarga

penerima manfaat

yang menerima

jaminan sosial

1 6 22 Program bantuan dan

jaminan sosial serta

perlindungan sosial

Terwujudnya pemberian

bantuan dan jaminan sosial

serta perlindungan sosial

1.014.300      1.044.200      1.075.500      1.107.700      1.140.900      5.382.600        

1 6 1.6.1.1 22 1 Pendistribusian beras

sejahtera

Terpenuhinya kebutuhan

beras sejahtera

16.276 

KPM

557.900   16.276 

KPM

574.600   16.276 

KPM

591.800   16.276 

KPM

609.500   16.276 

KPM

627.700   81.380 

KPM

2.961.500         Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 22 2 Forum koordinasi program

keluarga harapan

Meningkatnya pemahaman

tentang program keluarga

harapan 

12.852 KPM 3.867 KPM 456.400   4000 KPM 469.600   4.200 KPM 483.700   4.400 KPM 498.200   4.600 KPM 513.200   21.067 

KPM

2.421.100         Kabupaten 

Rokan Hulu

2 URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

1.307.100      2.547.400      2.632.500      2.721.150      2.813.600      12.021.750     

2 2 PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.307.100      2.547.400      2.632.500      2.721.150      2.813.600      12.021.750     

Meningkatnya kualitas 

kehidupan 

perempuan, anak dan

lansia

Terbangunnya 

perempuan, anak dan

lansia yang

berkualitas dan

berdaya saing dalam

pembangunan

Jumlah peningkatan

kualitas anak dan

perempuan (GSI)

2 2 15 Program keserasian

kebijakan peningkatan

kualitas anak dan

perempuan

Meningkatnya kualitas

anak dan perempuan

150.600  305.100  314.200  323.500  333.100  1.426.500        

2 2 1.6.1.1 15 5 Sosialisasi peraturan

peningkatan kualitas anak

dan perempuan 

Terlaksananya sosialisasi

peraturan peningkatan

kualitas anak dan perempuan 

1 kali 150.600   1 kali 155.100   1 kali 159.700   1 kali 164.400   1 kali 169.300   5 kali 799.100            Kabupaten 

Rokan Hulu

2 2 1.6.1.1 15 6 Pembentukan Kota Layak

Anak (KLA)

Tersusunnya dokumen

kebijakan pembentokan Kota

Layak Anak (KLA) Kabupaten

Rokan Hulu

560 orang 110 orang 150.000   110 orang 154.500   110 orang 159.100   110 orang 163.800   550 orang 627.400            Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah peningkatan

advokasi dan fasilitasi

PUG bagi perempuan

2 2 16 Program penguatan

kelembagaan 

pengarusutaman gender

dan anak

Terwujudnya kualitas

hidup dan perlindungan

perempuan

389.100  400.600  412.500  424.800  437.400  2.064.400        

2 2 1.6.1.1 16 1 Advokasi PUG bagi

perempuan

Meningkatnya pengetahuan

tentang PUG di Kabupaten

Rokan Hulu

118 orang 104 orang 41.600     104 orang 42.800     104 orang 44.000     104 orang 45.300     104 orang 46.600     520 orang 220.300            Kabupaten 

Rokan Hulu

2 2 1.6.1.1 16 2 Pengembangan pusat

pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan

(P2TP2)

Tersedianya pelayanan dan

info yang mudah di akses

oleh perempuan dan anak di

kecamatan

5 kasus 15 kasus 114.200   20 kasus 117.600   25 kasus 121.100   30 kasus 124.700   35 kasus 128.400   125 kasus 606.000            Kabupaten 

Rokan Hulu

2 2 1.6.1.1 16 6 Peningkatan kapasitas dan

jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan

dan anak

Meningkatnya perlindungan

anak serta sukses

pelaksanaan Hari Anak

Nasional

2 kali 233.300   2 kali 240.200   2 kali 247.400   2 kali 254.800   2 kali 262.400   10 kali 1.238.100         Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

2 2 17 Program peningkatan

kualitas hidup dan

perlindungan perempuan

Terwujudnya peningkatan

kualitas hidup dan

perlindungan anak

617.400  1.291.700      1.327.300      1.363.900      1.401.500      6.001.800        

2 2 1.6.1.1 17 10 P2WKSS dan PHBS Meningkatnya pengetahuan

P2WKSS dan PHBS

4 desa 520.200   4 desa 535.800   4 desa 551.800   4 desa 568.300   4 desa 585.300   20 desa 2.761.400         Kabupaten 

Rokan Hulu
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2 2 1.6.1.1 17 11 Pelaksanaan peringatan hari

ibu

Sukses penyelenggraan

peringatan hari ibu

5 kali 1 kali 105.800   1 kali 108.900   1 kali 112.100   1 kali 115.400   4 kali 442.200            Kabupaten 

Rokan Hulu

2 2 1.6.1.1 17 12 Gerakan sayang ibu Meningkatnya derajat

perempuan menjelang,

selama masa kehamilan,

persalinan dan pasca

persalinan

16 kecamatan 4 

kecamatan

97.200     3 

kecamatan

100.100   3 

kecamatan

103.100   3 

kecamatan

106.100   3 

kecamatan

109.200   16 

kecamatan

515.700            Kabupaten 

Rokan Hulu

2 2 1.6.1.1 17 13 Penyusunan data terpilah Tersedianya data terpilah 1 dokumen 1 dokumen 100.000   1 dokumen 100.000   1 dokumen 100.000   1 dokumen 100.000   4 dokumen 400.000            Kabupaten 

Rokan Hulu

2 2 1.6.1.1 17 14 Sosialisasi pencegahan dan

penanganan tindak kekerasan

perempuan dan anak

Terlaksananya sosialisasi

pencegahan dan penanganan

tindak kekerasan perempuan

dan anak

80 peserta 100.000   80 peserta 103.000   80 peserta 106.100   80 peserta 109.200   320 peserta 418.300            Kabupaten 

Rokan Hulu

2 2 1.6.1.1 17 15 Pemberdayaan perempuan di

bidang politik, hukum sosial

dan ekonomi pada organisasi

kemasyarakatan tingkat

daerah

Meningkatnya pengetahuan

perempuan di bidang politik,

hukum sosial dan ekonomi

pada organisasi

kemasyarakatan tingkat

daerah

70 peserta 350.000   70 peserta 360.500   70 peserta 371.300   70 peserta 382.400   280 peserta 1.464.200         Kabupaten 

Rokan Hulu

1 KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM SERTA

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

102.800  -                -                -                -                102.800           

1 5 6 Program pengembangan

wawasan kebangsaan

102.800  -                -                -                -                102.800           

1 5 1.6.1.1 17 5 Peringatan hari besar

nasional dan daerah

Sukses penyelenggraan

peringatan hari besar

nasional dan daerah

1 kali 102.800   1 kali 102.800            Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

2 2 18 Program peningkatan

peran serta dan kesetaraan

gender dalam

pembangunan

Meningkatnya peran serta

dan kesetaraan gender

dalam pembangunan

150.000  550.000  578.500  608.950  641.600  2.529.050        

2 2 1.6.1.1 18 1 Pembinaan organisasi

perempuan

Meningkatnya kualitas

organisasi perempuan

2 kali 400.000   2 kali 412.000   2 kali 424.300   2 kali 437.000   8 kali 1.673.300         Kabupaten 

Rokan Hulu

2 2 1.6.1.1 18 9 Bimbingan manajemen peran

serta dan kesetaraan gender

dalam pembangunan

Meningkatnya peran serta

dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

16 

kecamatan

150.000   16 

kecamatan

150.000   16 

kecamatan

166.500   16 

kecamatan

184.650   16 

kecamatan

204.600   16 

kecamatan

855.750            Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1 Program pelayanan

administrasi perkantoran

Terlaksananya peningkatan

pelayanan administrasi

perkantoran

1.211.162      1.314.885      4.151.800      4.248.800      4.305.800      15.232.447     

1 6 1.6.1.1 1 1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terpenuhinya jasa surat

menyurat

943 lembar 4.329       985 lembar 4.422       1000 

lembar

7.000       1000 

lembar

7.500       1000 

lembar

8.000       4.928 

lembar

31.251               Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

5 rekening 23.460     4 rekening 16.320     4 rekening 140.000   4 rekening 145.000   4 rekening 150.000   20 rekening 474.780            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 1 6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/ operasional

Terpenuhinya jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/ operasional

8 unit 22.250     9 unit 25.800     10 unit 70.000     10 unit 75.000     10 unit 80.000     47 Unit 273.050            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terpenuhinya jasa

kebersihan kantor

1 orang, 12 

bulan

24.114     1 orang, 12 

bulan

23.965     1 orang, 12 

bulan

101.800   1 orang, 12 

bulan

101.800   1 orang, 12 

bulan

101.800   5 orang, 

120 bulan

353.479            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat

tulis kantor

12 bulan 67.495     12 bulan 70.187     12 bulan 160.000   12 bulan 180.000   12 bulan 200.000   60 bulan 677.682            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 1 11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 

Terpenuhinya kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan 

12 bulan 69.198     12 bulan 73.610     12 bulan 110.000   12 bulan 120.000   12 bulan 135.000   60 bulan 507.808            Dinas Sosial, 

P3A
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1 6 1.6.1.1 1 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan

komponen instalasi listrik

bangunan kantor

335 buah, 

meter, unit

7.377       338 buah, 

meter, unit

7.713       350 buah, 

rol, gulung, 

kotak

135.000   385 buah, 

rol, gulung, 

kotak

145.000   400 buah, 

rol, gulung, 

kotak

150.000   1.800 buah, 

rol, gulung, 

kotak

445.090            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 1 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan

peralatan dan perlengkapan

kantor

12 unit 28.592     7 unit 10.900     10 unit 110.000   10 unit 150.000   10 unit 150.000   49 unit 449.492            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 1 15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Terpenuhinya kebutuhan

bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

33 

eksemplar

4.950       33 

eksemplar

4.950       1.000 

eksemplar

6.000       1.000 

eksemplar

6.500       1.000 

eksemplar

7.000       4.985 

eksemplar

29.400               Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 1 16 Penyediaan bahan logistik

kantor

Terpenuhinya kebutuhan

logistik kantor

1.950 liter 14.385     5.600 liter 41.760     4.000 liter 65.000     4.000 liter 70.000     4.000 liter 75.000     19.800 liter 266.145            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 1 17 Penyediaan makanan dan

minuman 

Terpenuhinya kebutuhan

makanan dan minuman 

3.920 dos, 

botol, galon, 

bungkus, 

kg, kotak

54.812     2.760 dos, 

botol, galon, 

bungkus, 

kg, kotak

44.220     6.000 

kotak, porsi

72.000     7.000 

kotak, porsi

73.000     8.000 

kotak, porsi

74.000     30.638 

kotak, porsi

318.032            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya kebutuhan

rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

560 OHK 355.204   1 Tahun 366.864   2.000 OHK 2.200.000   2.000 OHK 2.200.000   2.000 OHK 2.200.000   9.722 OHK 7.322.068         Luar 

Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 1 19 Rapat-rapat koordinasi dalam

daerah

Terpenuhinya kebutuhan

rapat-rapat koordinasi dalam

daerah

957 OHK 173.600   1.728 OHK 245.060   1.200 OK 360.000   1.200 OK 360.000   1.200 OK 360.000   5.903 OK 1.498.660         Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 1.6.1.1 1 20 Penyediaan jasa tenaga teknis

kantor

Terpenuhinya jasa tenaga

teknis kantor

31 orang 326.088   31 orang 344.240   19 orang 527.000   19 orang 527.000   19 orang 527.000   19 orang 2.251.328         Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 1 24 Penyediaan jasa keamanan

kantor

Terpenuhinya jasa keamanan

kantor

2 orang 35.308     2 orang 34.874     5 orang 88.000     5 orang 88.000     5 orang 88.000     5 orang 334.182            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 2 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Terwujudnya peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

194.821  330.020  3.253.226      1.609.899      3.117.188      8.310.333        

1 6 1.6.1.1 1 3 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor 1 unit 1.000.000   1 unit 1.000.000   2 unit 2.000.000         Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 4 Pengadaan mobil jabatan Tersedianya mobil jabatan 1 unit 250.000   1 unit 250.000            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 5 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional

- -                1 unit 400.000   1 unit 400.000   1 unit 400.000   3 unit 1.200.000         Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 7 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor

5 unit 50.000     5 unit 50.000     5 unit 50.000     15 unit 150.000            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 9 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Tersedianya peralatan

gedung kantor

3 unit 50.000     3 unit 50.000     3 unit 50.000     9 unit 150.000            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 32 unit 59.573     14 unit 275.000   14 unit 275.000   14 unit 275.000   74 unit 884.573            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 11 Pengadaan peralatan kerja Tersedianya peralatan kerja 6 unit 39.000     7 unit 140.000   10 unit 140.000   10 unit 140.000   32 unit 459.000            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 20 Pemeliharaan rutin/ berkala

rumah jabatan

Terpeliharanya rumah

jabatan

1 unit kali 50.000     1 unit kali 50.000     1 unit kali 50.000     3 unit kali 150.000            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 22 Pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor

Terpeliharanya gedung

kantor

1 kali 30.000     1 unit kali 150.000   1 unit kali 200.000   1 unit kali 200.000   5 unit kali 580.000            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 23 Pemeliharaan rutin/ berkala

mobil jabatan

Jumlah Pemeliharaan rutin/

berkala mobil jabatan

1 unit 33.616     1 unit 35.132     1 unit kali 60.000     1 unit kali 60.000     1 unit kali 60.000     4 unit kali 215.132            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 24 Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

8 unit 149.045   9 unit 155.655   17 unit 293.000   17 unit 293.000   17 unit 293.000   84 unit 1.034.655         Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 28 Pemeliharaan rutin/ berkala

peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

54 unit 65.000     54 unit 70.000     54 unit 75.000     220 unit 210.000            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 29 Pemeliharaan rutin/ berkala

mebeleur

Terpeliharanya mebeleur 56 buah, 

unit, kaleng

8.500       56 buah, 

unit, kaleng

9.000       56 buah, 

unit, kaleng

10.000     280 buah, 

unit, kaleng

27.500               Dinas Sosial, 

P3A
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1 6 1.6.1.1 2 30 Pemeliharaan rutin/ berkala

peralatan dan perlengkapan

kantor

Terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan kantor

38 unit/kali 12.160     38 unit/kali 10.660     38 unit/kali 11.726     38 unit/kali 12.899     38 unit/kali 14.188     190 

unit/kali

49.473               Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 42 Rehabiitasi sedang/berat

gedung kantor

Terlaksananya rehab gedung

kantor

1 unit kali 200.000   1 unit kali 200.000   2 unit kali 400.000            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 43 Rehabiitasi sedang/berat

mobil jabatan

Terlaksananya rehab mobil

jabatan

1 unit kali 100.000   1 unit kali 100.000   2 unit kali 200.000            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 2 44 Rehabiitasi sedang/berat

kendaraan dinas operasional

Terlaksananya rehab

kendaraan dinas operasional

2 unit 150.000   2 unit 200.000   4 unit 350.000            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 3 Program peningkatan

disiplin aparatur

Terwujudnya peningkatan

disiplin aparatur

15.800    120.000  40.000    80.000    240.000           

1 6 1.6.1.1 3 2 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannya

44 stel 40.000     44 stel 40.000     88 stel 80.000               Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 3 4 Pengadaan pakaian korpri Tersedianya pakaian korpri 30 stel 40.000     30 stel 40.000               Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 3 5 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus

hari-hari tertentu

44 stel 15.800     44 stel 40.000     44 stel 40.000     44 stel 40.000     176 stel 120.000            Dinas Sosial, 

P3A

1 6 5 Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Terwujudnya peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

50.000    50.000    50.000    150.000           

1 6 1.6.1.1 5 1 Pendidikan dan pelatihan

formal

Meningkatnya kualitas

aparatur kesehatan

5 orang 50.000     5 orang 50.000     5 orang 50.000     15 orang 150.000            Luar 

Kabupaten 

Rokan Hulu

1 6 6 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Terwujudnya peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

18.000    18.000    18.000    54.000              

1 6 1.6.1.1 6 1 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1 laporan 6.000       1 laporan 6.000       1 laporan 6.000       3 laporan 18.000               Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 6 2 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Tersedianya laporan

keuangan semesteran

2 laporan 6.000       2 laporan 6.000       2 laporan 6.000       6 laporan 18.000               Dinas Sosial, 

P3A

1 6 1.6.1.1 6 4 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Tersedianya laporan

keuangan akhir tahun

1 laporan 6.000       1 laporan 6.000       1 laporan 6.000       3 laporan 18.000               Dinas Sosial, 

P3A

1 6 9 Program promosi

pembangunan daerah

Terwujudnya promosi

pembangunan daerah

55.000    55.000    55.000    55.000    55.000    220.000           

1 6 1.6.1.1 9 1 Pelaksanaan festival

pembangunan daerah

Terlaksananya festival

pembangunan daerah

2 kegiatan 55.000     2 kegiatan 55.000     2 kegiatan 55.000     2 kegiatan 55.000     2 kegiatan 55.000     10 kegiatan 220.000            Dinas Sosial, 

P3A

6.529.383      13.612.055    17.523.726    15.878.499    18.022.888    71.300.930     
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